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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 13 TAHUN 2004

TENTANG

PEDOM AN PELAPORAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DOMPU

Bahwa dalam rangka mengevaluasi Pelaksanaan Pemerintahan,
Pengembangan dan kemasyarakatan Desa maka sesuai dengan manat
pasal 102 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan pasal 18 sampai
21 peraturan pemerintah Nomor 76 tahun 2001, Kepala Desa
menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
kepada rakyat melalui BPD dan Bupati.

Bahwa sesuai acuan dalam menyusun dan menyampaikan lapoan
diperlukan pedoman teknis sehingga mendapat hasil yang akurat dan
akuntabel.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana point a dan b tersebut
diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman
Pelaporan dan Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintah Desa.

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
daerah Tingkat |11 dalam Wilayah Wilayah Daerah tingkat | Bali,Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun
1958 Nomor 155, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 1649);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41).

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pengaturan
Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan
Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
dan Rancangan Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001
tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH DOMPU

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG
PEDOMAN PELAPORAN DAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a Kabupaten adalah Kabupaten Dompu.

b. Bupati adalah Bupati Dompu.
c. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dalam sistem pemerintah nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
d. Badan perwakilan desa atau disebut dengan nama lain adalah sebagai lembaga legislatif

dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Belanja

Desa, dan Keputusan Kepala Desa.

BAB |1
LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Pertama
Pelaporan

Pasal 2

(1) KepalaDesawajib menyampaikan laporan pel aksanaan tugas penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

(2) Laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
disampaikan secara tertulis.

Pasal 3
Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal 2 wajib disampaikan :
a  Secaraberkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
b. Setiap saat diperlukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Apabila diminta oleh Bupari.
3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
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Pasal 4

(1) Laporan Pertanggung jawaban Kepala Desa secara berkala kepada Bupati antara lain
memuar materi :
a. laporan umum pemerintahan yang meliputi :
Penyelenggaraan koordinasi Pemeintahan.
Pel aksanaan peraturan desa.
Pel aksanaan keputusan kepala desa
Pelaksanaan APBDes.
Penegakkan Peraturan Perundang — undangan dan norma yang belaku.
Pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat baik kuantitas maupun
kualitas.
b. penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan.
c. Penyelenggaraan tugas — tugas pemerintahan Desa lainnya sesuai dengan Perundang
— undangan yang berlaku.
(2) Laporan petanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat —
lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran yang berlaku.
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Pasal 5

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :

a Hal-hal yang dalam keadaa memaksa (force majeur) atau dipandang perlu Bupati.

b. Kebijakan Daerah yang dituangkan dalam keputusan Bupati.

c. Laporan lain yang diwajibkan dalam Peraturan Perundang-undangan seperti laporan
pelaksanaan proyek.

Pasal 6

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf ¢ adalah sesuai permintaan tertulis
Bupati.

Pasal 7

Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b antara lain memuat meteri :
(1) Dasar hukum.

(2) Kebijakan umum pemerintah daerah.

(3) Rencana kegiatarn/pogram kerja selama melaksanakan tugas.

(4) Jumlah.

(5) Dampak dari pelaksanaan kebijakan.

(6) Hambatan dari permasalahan dalam pelaksanaantugas.

(7) Hasil yang dicapai selama satu tahun Anggaran.

Pasal 8

(1) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dari
Kepala Desa melakukan evaluasi tehadap laporan Kepala Desa.

(2) Untuk pelaksanaan evaluasi 1aporan kepala desa, bupati dapat membentuk Tim Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



